SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT 'I:‘U_HAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAER;AH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Mengingat :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu membenf:uk Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok;

1:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah |beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesiaj Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Rebubhk Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

~Pajak -Dengan Sutat- Paksa (Lembaran Negara ~Republik
Indonesia Tahun ]997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indpnesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Noﬁpor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3821);

4. Undang-Undang Norﬁnor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);

S. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tamggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Re¢publik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran {Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Inc:ﬂonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Rdpublik Indonesia Nomor 4844); ;

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Bemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota
Negara Kesatuan 'Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesig Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049); '

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

Tambahan Lembaratf Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Norpor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia foomor 5234);

Peraturan Pemerintgh Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dal Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 247, Tambah:an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tehun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari
Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor %8, Tambahan Lembaran Negara Republik
);

Indonesia Nomor 405



17

18.

19,

20.

21.

22.

28
24,
R

26.

2F.

28.

29,

3

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat
dan Tata Cara [Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik
Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerint;‘ah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor
Pokok Pengusaha |Barang Kena Cukai ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Ripublik Indonesia Nomor 4917);

Peraturan Pemerintgh Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Peqlanfaatan Pemberian Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5380);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Eagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5380);

Keputusan Menteri i}{euangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang
Dasar Perhitungar], Pemungutan, dan Penyetoran Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau;

Peraturan Menteri. I&ieuangan Nomeor 237 /PMK.04 /2009 tentang
Tidak Dipungut Cukiai;

Peraturan Menteri: Keuangan Nomor 181/PMK-011/2009
tentang Tarif Cukai Tembakau;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK-07/2013 tentang

Tata Cara Pemungutan dan Penyctoran Pajak Rokok;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Proqlluk Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);



Menetapkan :

30. Peraturan Daerah | Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 3};

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN P TRWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan
GUBERNUR PRd)VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iﬁi, yang dimaksud dengan:

L

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

~ pemerintahan negara‘Repubhk Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang- Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun
1945.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adalah
penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Ii?akyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Gubernur adalah inpala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang
karena jabatannya beirkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah
di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pajak Daerah, yang s¢lanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk Keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. ‘

Rokok adalah hasil tdmbakau yang meliputi sigaret, cerutu, dan
rokok daun.
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Badan adalah sekpmpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan; baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan ufsaha yvang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usazha milik
negara (BUMN), atauibadan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam beniltuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuani, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial poliitik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan Iainnyia termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap. '

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut
oleh Pemerintah. i

Cukai adalah pungutain negara yang dikenakan terhadap rokok.

Subjek Pajak adalza.]:1j orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajeék, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban, perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang{undangan perpajakan daerah.

BAB II
NAMA DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Rokok dipungut pajak atas pemungutan cukai
rokok. j

(1)

13

Pasal 3
Objek Pajak Rokok meirupakan konsumsi rokok.

Rokok sebagaimana di%maksud pada ayat (1), meliputi:
a. sigaret; :

b. cerutu, dan

c. rokok daun.

Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan

peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

BAB III
SUBJEK PAJAK ROKOK DAN WAJIB PAJAK ROKOK

Pasal 4

Qithialr Painly Palralr adalalh Iramassen non waleals



